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 Transportasi laut sangat penting mengingat Indonesia adalah negara 

kepulauan dengan 14.572 pulau dan 62,89% wilayah Indonesia 

merupakan wilayah laut dengan luas 6,4 juta km2 dan panjang garis 

pantai mencapai 108 ribu km.  

 Sebagai anggota IMO, Indonesia berkomitmen untuk memastikan 

keamanan dan keselamatan pengiriman dan memberikan 

perlindungan dari kerusakan  lingkungan laut baik dalam konteks 

global maupun nasional. 

 Indonesia dijadwalkan oleh IMO untuk diaudit secara mandatory 

pada tahun 2022 

Latar Belakang 



Maksud dan Tujuan 
Maksud studi adalah untuk menganalisis kebutuhan kebijakan sistem manajemen 

Tujuan studi adalah memberikan rekomendasi tindakan perbaikan terhadap peningkatan 

sistem manajemen transportasi laut dalam rangka antisipasi kesiapan Indonesia menghadapi 

Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS). 

Output 
Tersusunnya studi yang berisi rekomendasi tindakan perbaikan terhadap peningkatan sistem 

manajemen transportasi laut dalam rangka antisipasi kesiapan Indonesia menghadapi 

Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS).  

Out come 
Rekomendasi tindakan perbaikan system manajemen trasnportasi laut dan kesiapan Indonesia 

menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)..  



Konvensi IMO Ratifikasi Kebijakan Oleh Pemerintah 

Konvensi SOLAS 1974 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1980 

Konvensi MARPOL 73/78 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 

Konvensi STCW Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 

Konvensi Load Line 1966 Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 

Konvensi Colreg 1972 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1979 

Protokol 1997 Marpol Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 

Ruang Lingkup Kegiatan 

1. Identifikasi Stakeholder 

2. Melakukan review, analisis dan evaluasi terhadap penerapan: 

3. Rekomendasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penerapan konvensi 



METODOLOGI 

1. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei kepustakaan, meliputi dasar-dasar 
teori, referensi-referensi, serta peraturan perundang-undangan, yang terkait dan relevan 
dengan studi dimaksud. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan di 
lokasi terkait dan relevan, yang dimungkinkan melalui kuisioner sebagai panduan yang 
telah disusun sebelumnya dilokasi pelabuhan strategis dan institusi terkait di dalam serta 
luar negeri (Inggris).  

2.  Menyusun model evaluasi CIPP.  



Identifikasi Proses 

Bisnis 

kemaritiman

Model QMS

Model CIPP

Perancangan Sistem Manajemen 

Terpadu Transportasi Laut

Sistem 

Manajemen Aktual

Skema Pendekatan 
Penelitian 



• Observasi Lapangan  

• Studi Kepustakaan  

• Wawancara  

Teknik 
Pengumpulan 

Data 

• Analisis Stakeholder 

• Evaluasi Model CIPP 

• Penilaian Model QMS 

Teknik 
Analisis Data 



SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT 

EVALUASI : PENGERTIAN DAN EVALUASI KEBIJAKANYANG 
DIPILIH 

SISTEM MANAJEMEN MUTU TERPADU 

IDENTIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL KEMARITIMAN 

IMO MEMBER STATE AUDIT SCHEME (IMSAS) 

REGULASI 

TINJAUAN 
PUSTAKA 



HASIL KEGIATAN 
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(2)  Panama  

(3)  Singapore  

(4)  France  

(5)  Australia  

(6)  Malaysia  

(7)  South of Korea  

(8)  Brazil  

(9)  Philippines 

(10)  Japan  

(11)   Thailand 

1.WAKIL SEKJEN IMO 
Lawrence D. Barchue, Sr. (Assistant Secretary – General/Director Department for Member State Audit and Implementation Support) 

2.AUDITOR IMSAS 
Aji Vasudevan (Member State Audit Officer Department for Member State Audit  and Implementation Support) 

SURVEY ANGGOTA IMO DI LONDON 
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1 Manual X √ √ √ √ √ X X √ X X 

2 Policy Of 
Implementation 

√ √ √ √ √ √ √ X √ X X 

3 Procedures Supporting 
The Implementation 

X X X X √ √ X X √ X X 

4 Work Instruction To All 
Stakeholders 

X X X X ½ ½ X X ½ X X 

5 Record Of 
Implementation 
Enforcement, Review & 
Evaluation 

X X X X ½ X X X X X X 



No Item 
Belum 

memiliki 
Sedang 

menyusun 
Sudah 

memiliki 

1 Manual 
5 negara 0 negara 6 negara 

2 Policy of implementation 
3 negara 0 negara 8 negara 

3 
Procedures supporting the 

implementation 8 negara 0 negara 3 negara 

4 
Work instruction to all stakeholders 

8 negara 3 negara 0 negara 

5 
Records of implementation, 

enforcement, review dan evaluation 10 negara 1 negara 0 negara 



I. Prepare and equip Indonesian 
vessels according to national 
regulations, Solas 1974 
amandeman, Marpol, Protocol 
1978, LLC 1966, CLC 1969, 
Ordination oil transportation 
1927 

II. ship crew acceleration and 
supervision based on SO / SV-
1935-KUHP & STCW 1978 

III. provide a certificate of safety to 
foreign vessels based on the 
request of the country of origin 

IV. inspect ship accidents and 
disasters 

V. carry out all obligations as 
members of the IMO convention 
 

I. uphold the sovereignty of 
Indonesia in Indonesian 
territorial waters 

II. conduct surveillance, order, 
safety and security of shipping 
and activities in waters of the 
continental zone and ZEE 
additional zones 

III. supervise customs violations 
and immigration activities, 
water pollution and 
prevention of infectious 
diseases  

IV. Providing and organizing 
navigation aids 

V. maintain the depth of the 
waters 

VI. provide SAR facilities 

FLAGE STATE COASTAL STATE PORT STATE 

I. Conduct inspection, research 
and supervision of foreign 
vessels in meeting all the 
requirements of international 
provisions applicable to ships 

II. Supervise the safety, order and 
smooth running of ships, loading 
goods, embarking and 
debarking passengers 

III. Supervise the safety, order and 
smooth running of ships, loading 
goods, embarking and 
debarking passengers  

IV. Providing facilities for berth, 
ship docking, transportation of 
goods, loading of goods, 
drinking water and fuel 

V. Provision of equipment for 
preventing fog and pollution 
prevention as well as collecting 
oil, trash from ships 

VI. Provision of facilities and ship 
repair 

IMPLEMENTATION OF LAW NO 17 OF 1985, NO 4 TAHUN 1982, NO 1 TAHUN 
1973, NO 5 TAHUN 1983 BY THE SEA PORT SUB SECTOR 



Developing an efficient strategy 
1. Meyusun Model Quality Management System Transportasi Laut 
2. Lawrence menyarankan kepada Indonesia untuk menyusun developing 

an efficient strategy, Indonesia disarankan menunjuk orang/pihak yang 
crediential expert being supported by IMO. Bila Indonesia akan diaudit 
tahun 2022 (Responsible of schedule of audit) maka Indonesia 
diharapkan fokus pada kind correctitive action of VIMSAS Finding. 

3.  Tiga kunci sukses Indonesia adalah: 
4. Strategy utama (primary) Indonesia sebagai large archipelago country, 

tidak hanya focus pada pelayaran internasional (event small part), tetapi 
juga pada pelayaran domestic sebagai bagian terbesar Indonesia, 
domestic ferry, casualty not only limited for ship 500GT ke atas, standard 
implementasi yang digunakan di Indonesia. 



Kegiatan Studi Member state Output 

Studi Peningkatan 
Sistem Manajemen 
Transportasi Laut 

dalam Rangka 
Antisipasi Kesiapan 

Indonesia 
Menghadapi IMO 

Member State Audit 
Scheme (IMSAS), 

 

1. Uni Emirat 
Arab (UEA),  

2. Panama, 
3.  Singapore,  
4. Perancis, 
5.  Australia,  
6. Malaysia,  
7. Korea Selatan, 
8.  Brazil,  
9. Filipina, 
10.  Jepang,  
11. Thailand, 
12.  China. 

Praktik pelaksanaan sistem manajemen 
transportasi laut pada umumnya di 
negara-negara (responden) anggota IMO 
yang berorientasi khususnya kepada 
referensi persyaratan dimaksud dalam 
seluruh instrumen IMO yang menjadi 
mandatory instruments to be audited 
pada kegiatan IMSAS di Indonesia pada 
tahun 2022, dan menjadi rujukan standar 
praktek penerapan dilapangan  yang telah 
terimplementasi 



DATA DAN INFORMASI 



Stakeholder Luar Negeri Negeri 

International Maritime 
organization 

Negara-Negara Anggota 
IMO 

Pemilik Kapal Luar 
Negeri yang Berlayar di 
Wilayah Indonesia 

Perusahaan Asuransi 
International terkait 
Ekspor/Impor 



Stakeholder Dalam Negeri 

Otorita Pelabuhan 
Institusi Kenavigasian 
Kmentrian  Perhubungan 

Direktorat Kesatuan Penjaga 
Laut dan Pantai 

PT Biro Klasifikasi Indonesia 

Direktorat Jenderal Perikanan 
Tangkap Kementrian 
Kelautan dan Perikanan 

Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut 

Perusahaan Kapal 
berbendera Indonesia 

Perusahaan Ekspor/Impor 



Pola Dasar  

Penyelenggaraan  

Pelabuhan  

di Indonesia 

Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC) 
• Pelabuhan Umum yang diusahakan: 4 badan 

usaha milik negara (PT. Pelindo I – IV) yang 
diberikan wewenang mengelola yang berada 
dibawah kementrian BUMN. 

• Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan: 
pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola 
oleh pemerintah pusat (melalui dirjen 
perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik 
provinsi, kota atau kabupaten.  

Pelabuhan Khusus (PELSUS) 
• Mempunya karakteristik dedikasi atas fungsi 

spesifik dan karakter akses pelayanannya 
yang terbatas hanya untuk kebutuhan 
pelayaran industrial yang dimiliki okeh suatu 
badan usaha tertentu. 



Pola Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia 

Publik/Swasta 

(Pengelola) 

Pemerintah 

PT Pelindo I-IV 

(Operator) 



• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 
• Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan; 
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional; 
• Peraturan Pemeritah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 
• Peraturan Pemerintah No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan; 
• Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian; 
• Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 
• Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2011 tentang Perubahan atas PP No. 20 tahun 2010 tentang 

angkutan di perairan; 
• Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019; 
• Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-
2019; 

• Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019. 

• Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional 

Kebijakan Maritim Nasional 



Pola Dasar  

Penyelenggaraan  

Pelabuhan  

di Indonesia 

Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC) 
• Pelabuhan Umum yang diusahakan: 4 badan 

usaha milik negara (PT. Pelindo I – IV) yang 
diberikan wewenang mengelola yang berada 
dibawah kementrian BUMN. 

• Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan: 
pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola 
oleh pemerintah pusat (melalui dirjen 
perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik 
provinsi, kota atau kabupaten.  

Pelabuhan Khusus (PELSUS) 
• Mempunya karakteristik dedikasi atas fungsi 

spesifik dan karakter akses pelayanannya 
yang terbatas hanya untuk kebutuhan 
pelayaran industrial yang dimiliki okeh suatu 
badan usaha tertentu. 



S U R V E I 







REVIEW OF  
MARITIM TRANSPORT 2018 



REVIEW OF  
MARITIM TRANSPORT 
 2018 





Shipping Industry 
FlagState 
Performance Table 
2018/2019 



Sebaran Responden : Stakeholder  



Sebaran Jenis Pekerjaan Respnden 



Sebaran Responden berdasarkan Pendidikan 



Tingkat partisipasi, pemahaman dan kesadaran tentang 
SOLAS 74 di Indonesia 



Hasil Survey 
umum 
kepada 
stake holder 
masyarakat 
tentang 
pentingnya 
penerapan 
SMTL 



Hasil Survey 
umum 
kepada 
stake holder 
masyarakat 
tentang 
pentingnya 
penerapan 
SMTL 



Hasil Survey 
penilaian 
partisipasi 
pengguna 
jasa 
keselamatan, 
keamanan 
dan 
perlindungan 
lingkungan 



X1 X2 X3 

6 7 4 

8 8 8 

7 7 7 

8 7 8 

9 9 8 

5 5 5 

7,06 7,21 6,80 

Nilai Variabel X2 

7,02 

Penilaian Variabel 

1. Data Persepsi responden dengan nilai 7,02 (baik sekali) 

2. Data partisipasi responden 7,02 (baik sekali) 

3. Data akseptabilitas 6,75, baik moderat 

4. Data variabel secara keseluruhan 7,02, baik sekali 

Penilaian secara umum baik sekali (>7), namun demikian 

masih tetap terdapat penilaian kecil,  jelek sekali.  Hal ini 

merupakan indikasi pihak (stake holder) terkait untuk 

meningkatkan jaminan layanan Keselamatan, Keamanan 

dan Perlindungan Lingkungan di Laut. 

Penilaian 
Kebutuhan 
Jaminan 
Keselamatan, 
Keamanan dan 
Perlindungan 
Lingkungan di 
Laut 



REQUIREMENT SOLAS  





REQUIREMENT MARPOL  



REQUIREMENT MARPOL  



MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT 

Konteks Organisasi 
 Sistem Manajemen Mutu & Bisnis Proses 
 Sistem manajemen mutu member state 
 Sistem Manajemen Mutu Portstate 
Kepemimpinan dan Komitmen 
 Komitmen manajemen 
 Kebijakan 
 Peran, tanggung jawab dan kewenangan 
Perencanaan  
 Rencana Tindakan pengendalian Resiko dan 

Peluang 
 Sasaran Mutu 
 Rencana Perubahan 

 

Elemen Pendukung 
 Sumber Daya Manusia 
 Sarana dan Prasarana 
 Lingkungan untuk operasional proses 
 Sumber daya pemantauan dan pengukuran 
 Ilmu Pengetahuan Lembaga 
Kompetensi 
Awaknes 
Komunikasi 
Pengendalian Informasi Tertulis 
Operasional 
 Perencanaan operasional & Pengendalian 
 Penetapan Persyaratan Transportasi Laut 
 Perancangan dan Pengembangan Produk 
 Pengendalian proses, produk dan layanan yang 

disediakan oleh pihak eksternal 
 



MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT 

Penyediaan layanan sertifikat, Standarisasi & 
Pengarahan 
 Pengendalian proses layanan sertifikasi, 

standarisasi dan pengawalan kapal 
 Identifikasidan kemampuan telusur 
 Kepemilikan penentu kebijakan atau penyedia 

eksternal 
 Menjaga kesesuaian Produk 
 Kegiatan pasca layanan 
 Pengendalian perubahan 
Pelepasan Produk 
Pengendalian Output yang tidak sesuai 
Evaluasi Kinerja 
 Pemantauan, pengukuran, analisa dan Evaluasi 
 Analisa dan evaluasi 
 

Audit internal 
Tinjauan Manajemen 
Peningkatan Mutu 


